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ABSTRACT
The purpose of this study to determine the financial performance of the Government of Batang Regency during the year 2012 - 2016 in terms of economic, effectiveness and efficiency.

The method of analysis of this research basically uses descriptive quantitative analysis method (descriptive quantitative analysis method). The object of this study is the financial statements contained in Notes to the Financial Statements (CALK) of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Batang Regency. The analytical tool uses descriptive method that is data that has been collected, processed by calculating the data in the form of quantitative and expressed with qualitative data to interpret the results of the calculation data and accompany and complete the picture obtained from the analysis of qualitative data to solve the problem under study which will eventually draw conclusions from the data processing.

The results of this study is the average economic ratio of financial performance of local government of Batang Regency during the research year of 90.36% which means that the economic level of Batang Regency Revenue and Expenditure including the category "Economical". The average ratio of financial performance effectiveness of local government of Batang Regency during the research year was 100.27%, which means that the effectiveness level of Batang Regency's Regional Income and Expenditure Budget is "Effective" category. The average efficient ratio of financial performance of local government of Batang Regency during the research year was 99.71%, which means that the efficiency level of Batang Regency's Regional Income and Expenditure Budget is categorized as "Efficient".
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 perubahan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutandan manfaat untuk masyarakat serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran.

Citra buruk yang masih melekat pada sebagian besar pelayanan publik di Indonesia salah satunya disebabkan masih kurangnya profesionalisme petugas pada organisasi pelayanan. Kenyataan ini menyadarkan kita semua akan perlunya perhatian khususnya pada peran petugas langsung dalam pelayanan publik. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan masyarakat  ini sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan good governance, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel (Mahmudi, 2011).

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2010).
Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang baik dengan adanya keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki dengan (akuntabilitas) tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat yang dilayani. Aparat birokrasi diharapkan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga semakin efisien dan efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pengayoman kepada masyarakat untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Melihat fakta yang ada dan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian lagi tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip value for money. Studi ini bermaksud menyederhanakan penilaian kinerja sektor publik pada Kabupaten Batang dengan menggunakan konsep value for money yang difokuskan pada ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Judul penelitian ini adalah “ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP VALUE FOR MONEY (Studi Pada Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012 - 2016)”.
Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jabarkan di atas, rumusan masalah yang penulis himpun adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Batang ditinjau dari segi ekonomis selama tahun 2012 – 2016?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Batang ditinjau dari segi efisiensi selama tahun 2012 – 2016?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Batang ditinjau dari segi efektifitas selama tahun 2012 – 2016?
Formulasi Permasalahan Kasus
Pada penelitian ini, harapannya di Kabupaten Batang menunjukkan adanya tingkat ekonomis, tingkat efektivitas, dan tingkat efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang signifikan. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki keuangan  daerahnya. Hal ini disebabkan pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan meningkatkan penerimaan daerahnya untuk dapat membiayai pengeluaran atau belanja daerah secara ekonomis, efektif dan efisien. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan tugasnya tersebut maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai, karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang tidak sedikit.
Value for money menjelaskan hubungan yang optimal antara biaya/sumber daya serta manfaat/hasil yang disampaikan melalui proses yang mengubah input melalui aktivitas kegiatan menjadi output yang diperlukan untuk memicu hasil (outcome) yang baik. Oleh karena hal tersebut, dalam penelitian ini, penulis akan mengukur seberapa ekonomis, efisien, dan efektifnya kinerja pemerintah Kabupaten Batang.
Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pernyataan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tentang seberapa besar tingkat ekonomis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pemerintah daerah Kabupaten Batang dari tahun 2012 sampai dengan 2016.

2. Menjelaskan tentang seberapa besar tingkat efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pemerintah daerah Kabupaten Batang dari tahun 2012 sampai dengan 2016.

3. Menjelaskan tentang seberapa besar tingkat efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pemerintah daerah Kabupaten Batang dari tahun 2012 sampai dengan 2016.

Telaah Teori

Pengertian Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember. Adapun beberapa pengertian pendapat dari Wikipedia Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Analisis Value for money
Pengertian dari masing-masing elemen tersebut adalah:  

a.
Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan input di mana barang dan jasa dibeli pada kualitas yang diinginkan pada harga terbaik yang dimungkinkan.

b.
Efisiensi adalah hubungan antara input dan output di mana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. 

c.
Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, di mana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Indra Bastian, 2009).
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METODE PENELITIAN

Desain Penelitian
Metode analisis penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif (descriptive kuantitative analysis method). Setelah data terkumpul, selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan beberapa cara yaitu: diklasifikasikan dan dianalisis. Gambaran tentang data penelitian untuk menguji, menganalisis apakah ada pengaruh segi ekonomis, segi efisien, dan segi efektivitas terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang.

Objek penelitian ini adalah laporan keuangan yang terdapat pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Batang tahun anggaran 2012 - 2016.
Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka atau Studi Dokumentasi
Studi pustaka atau studi dokumentasi, untuk memperoleh data sekunder dipergunakan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan merangkum data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini bersumber pada buku-buku literatur, informasi-informasi umum berupa brosur dan berbagi media informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh (Moleong, 2006).

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data time series dari laporan penetapan dan realisasi keuangan yang terdapat pada CALK APBD Kabupaten Batang tahun anggaran 2012 - 2016.

b. Studi Wawancara

Studi ini dilakukan untuk memperoleh data melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data dengan meminta keterangan secara lisan kepada subjek penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data lebih lengkap dan mengetahui yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Teknis Analisis
Langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:
1. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan APBD. Mencari serta memperoleh gambaran umum dari objek penelitian secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada. Membuat tabel penetapan dan realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tahun 2012 s.d. 2016 juga penetapan dan realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tahun 2012 s.d. 2016.
Berikut ini formula untuk mengukur tingkat ekonomis, efektivitas, dan efisiensi: 
	Ekonomis =
	Realisasi Pengeluaran
	x 100%

	
	Realisasi Penerimaan
	


Ketentuan:

Jika < 100% berarti ekonomis

Jika > 100% berarti tidak ekonomis

Jika = 100% berarti ekonomis berimbang.

	Efektivitas =
	Anggaran Pendapatan dan Belanja
	x 100%

	
	Realisasi Pendapatan dan Belanja
	


Ketentuan : 

Jika > 100% berarti efektif 

Jika < 100% berarti tidak efektif 

Jika = 100% berarti efektifitas berimbang.

	Efisiensi =
	Realisasi Biaya untuk mendapatkan Pendapatan
	x 100%

	
	Realisasi Pendapatan
	


Ketentuan: 

Jika < 100% berarti efisien 

Jika > 100% berarti tidak efisien 

Jika = 100% berarti efisien berimbang. 

2. 
Setelah mengolah data selesai selanjutnya menyimpulkan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada, di mana data yang didapat (berasal dari penetapan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah Kabupaten Batang) yang berhubungan dengan tingkat ekonomis, tingkat efektivitas, dan tingkat efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang selama kurun waktu penelitian (tahun 2012 – 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

	Tabel

	Perhitungan Rata-rata Rasio

	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang

	
	
	
	
	
	
	
	

	No
	Uraian Rasio
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	Rata-rata

	1.
	Ekonomis
	88,49%
	90,83%
	91,39%
	90,49%
	90,24%
	90,36%

	2.
	Efektivitas
	101,57%
	103,67%
	101,90%
	101,18%
	95,23%
	100,27%

	3.
	Efisiensi
	96,39%
	98,23%
	100,09%
	97,99%
	104,15%
	99,71%

	Sumber: Data sekunder, diolah (2018)
	
	
	


Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata rasio ekonomis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang selama tahun penelitian sebesar 90,36% yang artinya bahwa tingkat ekonomis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang selama tahun penelitian (2012 – 2016) termasuk kategori “Ekonomis”. Rata-rata rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang selama tahun penelitian sebesar 100,27% yang artinya bahwa tingkat efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang selama tahun penelitian (2012 – 2016) termasuk kategori “Efektif”. Rata-rata rasio efisien kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang selama tahun penelitian sebesar 99,71% yang berarti bahwa tingkat efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang selama tahun penelitian (2012 – 2016) termasuk kategori “Efisien”.
Pemerintah daerah harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya untuk tahun-tahun selanjutnya, agar tercipta good governance dan sukses dalam membangun daerahnya secara akuntabel, ekonomis, efisien dan efektif dengan tidak meninggalkan transparansi. Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan perencanaan dan pengendalian dalam mengatur anggarannya untuk pembangunan Kabupaten Batang. 
Prinsip value for money dalam rangka pengukuran kinerja dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan mekanisme manajemen pemerintahannya yang bertumpu pada perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang baik.

Pengelolaan keuangan Negara diselenggarakan secara profesional berdasarkan aturan pokok dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, tentang keuangan  negara  yang  menjabarkan  aturan  pokok  ke dalam  asas-asas umum yang meliputi asas-asas lama, yaitu asas tahunan,  asas  kesatuan, dan asas spesialitas, sedangkan asas-asas baru yang mencerminkan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik), yaitu asas profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas berorientasi hasil, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat merupakan tugas terpenting bagi organisasi pemerintah adalah dalam rangka mengatur mekanisme dan prosedur dalam memberikan pelayanan kepada publik, sehingga berbagai kepentingan dan kebutuhan tidak saling bertentangan yang pada gilirannya merugikan semua pihak. Untuk itu  birokasi pemerintah yang profesional, efektif, efisien  merupakan hal yang menjadi idaman masyarakat. Hal ini memberikan gambaran bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berdasarkan  penilaian  kinerja berbasis value for money pendapatan daerah telah memenuhi unsur keekonomisan sehingga terwujud efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran (kinerja keuangan).
SIMPULAN
Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Rata-rata rasio ekonomis kinerja keuangan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Batang selama tahun 2012 – 2016 termasuk kategori “Ekonomis”.
2. Rata-rata rasio efektivitas kinerja keuangan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Batang selama tahun 2012 – 2016 termasuk kategori “Efektif”.
3. Rata-rata rasio efisiensi kinerja keuangan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Batang selama tahun 2012 – 2016 termasuk kategori “Efisien”.
Saran
Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah:

Kabupaten Batang tetap harus menjaga kinerja keuangan yang selama ini sudah termasuk kategori ekonomis, efektif, dan efisien. Tetapi harus menekan angka persentase (%) atau menimal mempertahankan persentase tersebut agar lebih baik lagi sehingga terwujud good governance. Apalagi pemerintah daerah Kabupaten Batang sudah mendapatkan penilaian/predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK RI.
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